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KAJIAN TEORI
A. Kriminologi

Kriminologi menurut “Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu
pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan
kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-
sumbangan berbagai ilmu pengetahuan”. Tegasnya, kriminologi
merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan
akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya
kejahatan.* Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku
kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan
akibat (hukum sebab akibat). faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-
bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.’

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang
memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan,
sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi
kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan.
Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard
mengemukakan bahwa “Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang
mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar

etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan

“Indah Sri Utari. 2012. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta. Thafa Media.
hlm. 20

SRomli Atmasasmita. 2007. Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung. PT Refika
Aditama. hlm. 5
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logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana
kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari
kejahatan”.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan
penjahat (crime and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan,
kriminologi merupakan “the body of knowledge” yang ditunjang oleh
ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga
aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-
disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian
yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.

Bonger memberika definisi kriminologi: ilmu pengetahuan yang
mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan
dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan menurut sutherland Kriminologi “a
body of knowledge regarding crime as a social phenomenon” (tubuh
pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial). Termasuk kedalam
lingkup pembahasan kriminologi adalah proses pembuatan undang-
undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap
pelanggaran undang-undang’

Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi
kriminologi murni yang mencakup:
a) Antropologi kriminil ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu

bagian dari ilmu alam.

“Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011. Kriminologi. Jakarta. PT Rajawali press.
him. 9
7 Ibid. Romli Atmasasmita. hlm. 19



b)

d)

13

Sosiologi kriminil ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu
gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-
sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga
termasuk penyelidikan mengenai keadaan Psychology.

Psikologi kriminil Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari
sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat
ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama, bila
dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, tapi dapat juga untuk
menyusun tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-
gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam psychologi kriminil di
mana penyelidikan psychologi kriminil/sosial mengenai repercussis yang
disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh
dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di pengadilan sebagai
saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang.
Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal Ilmu pengetahuan tentang
penjahat yang dihinggapi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.

Penologi Ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta
arti dan faecdahnya.

Kriminalistik Ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki
teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan
ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan

tentang barang-barang, gropologi dan lain-lain.
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Disamping itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

a. Higiene Kriminil Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya
kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah
untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan
kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah
terjadinya kejahatan.

b. Politik Kriminil Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu
kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang
melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka
usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau
membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan
penjatuhan sanksi.

c. Kriminalistik (policie scientific) Merupakan ilmu tentang
pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan
kejahatan.?

“Menurut M. P. Vrij, mendifinisikan kriminologi sebagai ilmu yang
mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri,
kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. J. Constant,
menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris (berdasarkan
pengalaman), bertujuan menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan

dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi

8Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada. hlm. 10
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dan individual.” E.Durkheim, seorang pakar sosiologi masyarakat,
kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa

kejahatan”.!”

“Menurut Noach, merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan
tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang
yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Sedangkan
Menurut Wolfrang Savitz dan Johnston, mengemukakan bahwa, kriminologi
adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk
memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan
jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan,
pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan,
pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat”.!!

Menurut Wood, kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang
diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan
perbuatan jahat dan penjahat termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat
terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Jadi, kriminologi dapat diartikan
sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik
itu timbul karena pelaku itu sendiri berjiwa penjahat atau lingkungan

sekitarnya.!?

% Kartini kartono. 2014. Patologi Sosial. Jilid I. Jakarta. Rajawali jilid 1. him. 140

10 H.R Abdussalam. 2007. Kriminologi. Jakarta. Restu Agung. hlm. 4

' Tbid. Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. him. 12

2Wahyu Muljono. 2012. Pengantar Teori Kriminologi Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
hlm. 34
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B. Tindak Pidana

Tindak pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran
terhadap undang-undang yang telah ditetapkan,suatu pelanggaran dan
suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan
individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu
hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan

pidana adalah sebagai berikut:

1. Untuk melindungi suatu kepentingan orang atau perseorangan (hak
asasi manusia) untuk melindungi kepentingan suatu masyarakat dan
negara dengan suatu perimbangan yang serasi dari suatu tindakan
yang tercela/kejahatan di satu pihak dari tindak-tindakan perbuatan
yang melanggar yang merugiakan dilain pihak.

2. Untuk mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang
melanggar agar tidak melakukan lagi, dan agar diterima kembali
dilingkungan masyarakat.

3. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau
yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang

yang sudah terlanjur berbuat tidak baik.'?

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari

KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

3R, Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor. Poletiea, 2015, halaman. 45
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a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam
pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang
memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-
olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak
hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat
dipidana.

b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima
oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.'*

Hukum pidana dalam arti subjektif mempunyai dua pengertian, yaitu:

1) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni
hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah
ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;,

2) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-
peraturannya dengan hukum.

Adapun Jenis-Jenis Tindak Pidana dijelaskan sebagai berikut:
a. Tindak Pidana Umum
Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang
pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang terdiri dari:

“Iyas Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak  Pidana  dan
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education: Yogyakarta,
halaman 57

Blyas Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak  Pidana  dan
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education: Yogyakarta,
halaman 57
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1. Tindak Pidana Umum
Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang
pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
2. Kejahatan
Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan
dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan
yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum
dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan
dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.'¢
Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik
kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang
melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik
pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak
dipidana.

3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur
tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.'’

Menurut cara merumuskannya,dibedakan antara tindak pidana

formil dan tindak pidana materil.

16Guza Afnil, KUHAP Lengkap, ASA Mandiri: Jakarta, 2016, halaman 27
"Guza Afnil, 2016. KUHAP Lengkap, ASA Mandiri: Jakarta, halaman 67
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Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan
adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan
dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak
bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang 30 Asas-asas Hukum
Pidana dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya
akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai
dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi
jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya
nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Adapun
bentuk tindak pidana Formil dan tindak pidana Materil sebagai berikut:

1) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana
sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja(culpa).
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya
dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.
Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam
rumusannya mengandung culpa.

2) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak

pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.'8

18 Guza Afnil, 2016. KUHAP Lengkap, ASA Mandiri: Jakarta, halaman 67
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Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa
perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk
mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang
yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan
aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil
maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan
dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. "

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,maka dapat dibedakan
antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu
lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk
terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja,
disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang
dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu
berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu
masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan voordurende dellicten.
Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan
tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat

dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sementara itu

9Ibid. halaman 30
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tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar
kodifikasi KUHP.*

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk
berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu
dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-
perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang
yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan
jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

5) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka
dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana
yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak
disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak
aduan adalah tindak pidana yangdapat dilakukan penuntutan pidana
apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan
pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau
keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa
khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

6) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang

diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

2Moeljatno, 2013 Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,
Bina Aksara, Jakarta, halaman 46
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Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap,
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada
bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali
unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi
bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau
ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara
tegas dalam rumusan.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku
atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.Sedangkan unsur
objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari
pelaku itu harus di lakukan.?! Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu
adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti
yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya
di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,
pemalsuan dan lain-lain;

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

2! Lamintang, P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bakti,
2010), halaman. 193.
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e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak
pidana menurut Pasal 308 KUHP.
Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid,
2) Kualitas dari pelaku,
3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:
a) Perbuatan;
b) Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
¢) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).
Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :
1) Perbuatan/rangkaian perbuatan;
2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
3) Diadakan tindakan penghukuman.

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa
yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya
menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
oleh Undang-Undang.Di sinirumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal
362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian.Adapun
delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada

akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang- undang.
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Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya

Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.?

C. Perkosaan Terhadap Keluarga
Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa,
gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan
kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan
pemerkosaan  diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan,
bersetubuh dengan seorang wanita. Pemerkosaan adalah bersetubuh dan

disertai paksaan. 3

Menurut KBBI, pengertian perkosaan diuraikan menjadi, Perkosa
yang memiliki arti gagah atau paksa sedangkan kekerasan memiliki arti
perkasa. Memperkosa merupakan menundukan dan sebagainya dengan
kekerasan serta melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan.
Sedangkan Perkosaan merupakan perbuatan memperkosa, penggagahan
atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan.?* Mengenai
kekerasan dapat kita lihat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat

orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan

kekerasan”. Berikut pengertian perkosaan menurut beberapa ahli, antara:

2Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), halaman. 9
23 Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafik, Jakarta, cetakan kedua, 2017. halaman 260

24 Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, halaman 673
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1) Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:?
“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh
seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut
moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”

2) R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan
adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan
isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman
kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam
lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air
mani.

3) Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah
“seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan
isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia
tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan
persetubuhan itu. Pendapat wirdjono itu juga menekankan mengenai
pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan
yang bukan isterinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat
atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.?¢

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat
ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya

perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan

25 Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki (et.al), 2017, Pelecehan Seksual,
Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, halaman 25

26 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual, Bandung, Refika Aditama, halaman 41



26

vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan

tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi

target dari perkosaan yang antara lain sebagai berikut :

a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin
kedalam vagina), akan tetapi juga :

1. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
2. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam
vagina atau mulut wanita.

b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan
korban.

c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang
tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya
terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga
terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah
ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena
dibawah umur.

Dalam KUHP tindak pidana perkosaan dimuat pada bab XIV
dengan judul kejahatan yang mana terdapat pada Pasal 285 yaitu yang
berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,
diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama

dua belas tahun”.
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3. Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindakan
kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa
saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak
bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang
berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena korban berada
dibawah ancaman fisik dan psokologis sehingga berkaitan dengan
pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan
terkhususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal. Selain itu
digolongkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan maupun
kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian
tubuh lainnya dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya dilakukan
dengan cara menggosok-gosok alat kelamin ataupun mengelus-elus alat
kelamin, memegang serta mencium korbannya.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencabulan menurut Kitab
UndangUndang Hukum Pidana, sebagai berikut ini : a. Perbuatan cabul
dengan kekerasan. Berbicara mengenai kekerasan, yaitu melakukan
kekerasan dalam bentuk fisik dengan cara memaksa yang dari tindakan
tersebut membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dengan
menggunakan tenaga sekuat mungkin seperti memukul dan mendorong
maupun juga dapat memakai segala macam senjata sehingga menimbulkan
kesakitan bagi korban. Perbuatan yang dilakukan dianggap tidak valid atau

tidak sah, dikarenakan merupakan pemaksaan kehendak dari seseorang
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kepada pihak lain untuk mencapai keinginan pribadinya. Pasal 289 KUHP,
menyatakan bahwa : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang
kehormatan, kesusilaan, dengan penjara paling lama Sembilan tahun. b.
Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak
berdaya. Arti kata pingsan ialah hilangnya ingatan atau tidak sadarkan diri
ataupun tidak mengetahui apapun yang telah terjadi. Sedangkan tidak
berdaya yaitu sesecorang yang secara sadar namun kekuatan serta
tenaganya tidak dapat melakukan perlawanan. Contohnya mengikat kaki
dan tangan menggunakan tali maupun kain, mengurung di ruangan
tertentu, dan memberikan suntikan atau obat bius yang menimbulkan
seseorang tidak sadar ataupun tidak berdaya. Pasal 290 ayat (1) KUHP,
menyatakan bahwa : Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun, barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal
diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. c. Perbuatan cabul
dengan membujuk seseorang. Membujuk atau merayu ialah suatu cara
yang dilakukan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar percaya
semua yang dikatakan oleh dirinya, hal ini dilakukan untuk mncapai
keinginan tertentu dari orang tersebut. Selain itu bisa dikatakan sebagai
salah satu modus seorang pelaku untuk dapat membujuk korbannya dalam
melakukan suatu hal berhubungan dengan nafsu birahi kelamin. Pasal 290

ayat (3) KUHP, menyatakan : Barangsiapa membujuk seseorang yang
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diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas
tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan
orang lain. d. Perbuatan cabul dengan tipu daya dan kekuasaan yang
timbul dari pergaulan. Tipu daya artinya tindakan melakukan berbagai
daya upaya agar mengelabuhi satu pihak dengan menggunakan jabatan,
wewenang, atau kekuasaan yang dimiliki berupa memberikan imingan
ataupun menjanjikan sesuatu uang atau barang. Dalam kenyataanya
perbuatan pencabulan dilakukan karena adanya modus dari pihak pelaku
berupa barang atau uang, maka korban masuk dalam perangkapnya untuk
menjalankan niatnya, selain itu juga pengaruh pergaulan bebas yang
dimana ingin mengikuti perkembangan zaman. Pasal 293 ayat (1) KUHP,
menyebutkan : Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau
barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan,
atau dengan penyesatan sengaja menggerakan seorang belum dewasa dan
baik tingkah lakunya untuk melakukan atau mem biarkan dilakukan
perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya,
diketahui atau selayaknya harus didugan ya, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun.

Semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan
tersebut hanya semata-mata untuk mencapai sebuah tujuan tertentu,
keinginan dan mencari kenikmatan secara seksualitas dari para pelaku

terhadap korbannya, sehingga mengakibatnya merugikan orang lain yang
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mayoritas korbannya ialah anak. Pada dasarnya anak sering menjadi
korban target utama dalam sebuah tindakan kejahatan pencabulan. Hal ini,
disebabkan karena anak memiliki fisik yang lemah dan mudah percaya
hingga lebih gampang di tipu daya oleh pelaku. Anak di pahami sebagai
individu yang belum dewasa, dalam arti balum memiliki kematangan
umur, rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang yang sudah
dewasa pada umumnya untuk menentukan perilaku baik atau buruk,
sehingga sering kali mudah mempercayai perkataan orang dewasa yang
menggunakan berbagai modus tertentu. Secara umum yang dimaksud
dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari
hubungan kelamin baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar
perkawinan. Di samping itu anak adalah bagian dari generasi muda
sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan
sebagai penerus citacita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan
strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan
sampai dengan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuan dan

perkembangan fisik, mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

. Anak Sebagai Korban

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala
sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum.
Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang
berbunyi sebagai berikut : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak
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adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, penguji iman, media beramal,
bekal di akherat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua,
penyambung cita-cita dan sebagai makhluk yang harus dididik. Nurhayati
Pujiastuti, menyebutkan bahwa Anak adalah buah hati orang tuanya,
tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan tidak mampu kelak.

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak
merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan
sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya
anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka
akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya
Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan
eksistensi dan kejayaan bangsa.?’

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang
harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia
yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak
(fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan
yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Korban diartikan sebagai
sasaran, target dan obyek tindak kekerasan. Abuse adalah kata yang biasa
diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau

perlakuan salah. Dalam The social workDictionary Barker, mendefinsiikan

27 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Cetakan Ke-II Jakart, djembatan 2015,

hal 35
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abuse sebagai “improper behaviorintended to coused phycal,
psychological, or financial harm to an individualor group” (kekerasan
adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya
secara fisik, psikologis, atau financial, baik yang dialami individu maupun
kelompok).

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari
berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial
dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Batas usia anak
memberikan pengelompokkan terhadap seseorang untuk kemudian dapat
disebut sebagai scorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah
pengelompokan usia maksimum

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia menjelaskan bahwa anak ialah setiap manusia yang berusia
dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang
masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, huruf (a) menjelaskan bahwa, anak adalah bagian dari
generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan
potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia
bagi pembangunan nasional, yang memiliki peranan strategis dan
mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan serta memelihara kesatuan
dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembinaan
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dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan
seimbang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana
Anak) Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa, anak yang menjadi korban
tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak
pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak:
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasaan dan
diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera.?®
5. Perlindungan Terhadap Anak
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah

keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang

28 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak , Bandung : Mandar Maju,2019, him.1
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Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat
sebagai menusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah
tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab
tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial,
dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.?’

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat
yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan
tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak,

antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.>°

2 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,

hlm. 8.

30 Jbid. hlm. 11.
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Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita
luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan
sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat
kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
baik secara rohani, jasmani dan sosial. perlindungan anak merupakan
usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan
dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa
di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun
mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.
Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan
kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan
sosial. perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam
suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam
berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan
perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan anak tidak
boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya
terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha
perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak
dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu
mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan

anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, ketrampilan
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dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan

berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memilikki kemampuan dan

kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-
kewajibannya.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak
tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan
kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban
karena mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.
Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar
dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :

a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum
perdata)

b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).

Berdasarkan hasil Seminar Perlindungan Anak/ Remaja yang diadakan

oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang

perlindungan anak, yaitu :

a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang
maupun lembaga pemeritah dan swasta yang bertujuan mengusahakan
pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental
an sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak
asasinya.

b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh
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perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan
swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan
rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 — 21 tahun, tidak dan belum
pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar
dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin. Pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartipasi, secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, Perlindungan anak dapat juga kita artikan
sebagai segala upaya yang ditujukan untuk memimimalisir, mencegah,
merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak
perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran. Apabila
dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak
dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena
tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih
dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak

merupakan pengulangan.’!

hlm. 46

31 Tim M. Farid, (ed.), Pengertian Konvensi Hak Anak, Harapan Prima, Jakarta, 2003,



